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NOMOR § TAHUN 2003
BUPATI BANYUMAS,
1 TENTANG e | Menimbang ! a bahwa schapai findak lanjut Pasal 114 Avat (1)
PEMEBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
TATAKERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIFIL entang Keduduken, Tugas, Fungsi, K :
DAN KELUARGA BERENCANA Susuman Organisasi dan Tatakerja Lembaga
KABUPATEN BANYUMAS Pemerintah Non Deépartemen vang mengatur

pengalihan tugas Pemerintah yang dilakssnakan
oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional kepada Pemerintah Daerah maka
dipandang perlu menetapkan orgonisasi  yang
menangem hingsi keluargu berencana dan keluarga
sefahtera;



Mengingat :

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri

)

Pendayagunasn Aparatur Nepara dan Menteri Dalam
Negert Nomer @ O1/SKD/M.PANA2003 Nomor 17
Tahun 2003 tentang  Petunjuk Pelakssnasan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tehun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Dacrah dan Peraturan
Pemenintah Nomeor 9 Tahun 200) tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegewal Negent Sipil discbutkan bahwa Lembagza
Teknis Decrah yang menangani bidang kependudukan
dapat menampung bidang keluarga berencana;

bahwa sehubungan moksud huruf & dan b torschut
dipandang periu ditetapken Peraturan Dacrah
Kabupaoter Banyumas tentong Pembentukean, Susunan
Urganisas1 den ‘Tatnkera Boadem Keopendudukan,
Catatan Sipil dan Keluergo Berencang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun [950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten dalam
Limgkungan Propinsi Jawa [engah;

Undang-undang Nomor 22 lahun 1999 fentang
Pemenntahan Daecrah (Lemberen Negora Tahun 1999
Momor 60, Tambahan Lembaran MNegara Nomor
38399,

Perzturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi schagai
Dagrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
34, lambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomuoe 8 Tabun 2003 |entang
Pedoman Organisusi Fersngkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14tambahan Lembaran
Negamﬂnmurﬂﬂ}:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 103
Tehun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerju
Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Keputisan Bersama Menteri Negara Pendavazunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negen Nomor :
01/SKB/M.Pan/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanean Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tabun 2003 tertarg Pedoman Orgzanisasi Perangkat
Dacrah dan Peraturan Pemeriniah Nomor 9 Tamm 2003
tentang Wewenang Pengangkatsn, Pemindshan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
KABUPATEN BANYUMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA BADAN KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANAKABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMLIM

Pasal |

Dalam Peraturan Dazrah ini vang dimaksud dengan ;

il

Dacrah adalah Daeral Kabupaten Banyumas,

Pemerintsh adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Drewan Perwakilan Rakyat Dazrah adalah Dewan Perwakilan Rakyas
Dazrah Kabupaten Banyumas yang selanjutnvadisebut DPRD.

Bupati adalah Bupati Hanyumas,

Sekretaric Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banvumas,
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan K=luarga Berencana adalah
Badan Kependucdukan, Catatan Sipil dan Keluarps Berencana
Eabupaten Banyumas.

Kepala Baden adalah Kepala Badan Kependudukan, Cetotan Sipil dan
K.cluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

[Init Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan
Eependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang wilayah
kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan yang selanjutnys
disebu UPT.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang ¢on hak secrang Pegawal Negen Sipil
dalam satunn organisasi yang pelaksannan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan ketramipilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAR 11

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil
dan Kelurgn Berencana.



BAR 1T h. penyusunan rencans dun program kerja badan;

¢. penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kependudukan.
catatan sipil, kelurga berencana dan keluarga sejahtera;

d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di
bidang adminiswasi kependuduken. camatan sipil, keluarpe

EKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGEL

Pasal 3 berencana dan keluarga sejahters;

¢ penyigpan dan pemberign nfounasi di bidang administrasi
kependudukan, cetatan sipil, keluargn berencana dan keluarge

-

Bartken Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalzah

unsur pelaksana ugas tartentu Pemerinteh Dasrah dipimpin oleh seorang scjahtere;
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati f.  pelaksanson koordinasi dengon instanst pemerintah dan swasta;
melalui Sekretaris Daerah. g. pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumshtangpaan badan;
h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
Pasal 4 i pelaksanzan tugas-togas lam yung diberikan oleh Bupati.
(1) Radan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana BAB TV
mempunyai tugas pokok melaksanakan (ugas di bidang administrasi !
i - i SUSUNAN ORGANISAST
kependudukan, catatan sipil. keluvarga berencana dan keluarga
S, Pasal 5
(2) Untuk melaksanakan tugaspokok sebagaimons dimaksid dalam oyat ! (1) Siusunan Organisasi Badan Kepcrdudukan, Catatan Sipil dan
(1), Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Kcluarea Berencana Kel Dere ettt i
miempunyai fungsi : B 2. Kepala Badan;
a. perumusan kehijakan teknis di hidang administrasi b. Bagian Tata Usaha, terdiri dan :
kependudukan, catatan sipil, kelurga berencana dan keluargs 1, SubBagianUmum;
sejahtera; 2. SubBagian Kenangan dan Bina Program;



¢.  Bidang Catatan Sipil, terdin dari ;
. SubBidang Perkawinan;
4. SubBidang Pengendalian Catatan Sipil:
d. BidangAdministrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana,
terdiri dari
. SubBidang Administrasi Kependndukan;
2. SubBidang Kelvarga Berencana;
e. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari ;
1. SubBidang Ketahanan Keluarga;
2. SubBidang Institusi;
f. UPL
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

{Z)Bagan susunan organisasi Badan Kepeadudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Rerencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tak rerpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

BABV
TATA KERIA

Pasal 6

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakon umum
yang ditetapkan oleh Bupati,

Pagal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagizn Tuta [Jsaha,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan
Kelompok Jabatzn Fungsional wajib mensrapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik
dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya
sesuai dengan tugas pokoknya,

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kependudukan, Catatan
Sipil dan Kelwarga Berencana wajib mengkoordinasikan bawahannya
dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan
pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kependudukan, Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana wajib mentaati pernturan perundang-

uniangan yang berlaku dan bertanpgung jawab kepada atasan masing-
masifg szria menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kepala Badan, Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kclompok Jahatan
Fimgsional pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarea
Berencana akan diatur lebih lanjot dengan Keputusan Bupati.

9



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
FPasal 10

(1) Struktur oeganisasi dan tatakerja Radan Kependudukan, Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Ksbupaten Banyumas serta Dinas Tenaga
K.erja dan Catatan Sipil Kabupatan Banyumas yang relsh aca pada saat
Peraturan Daeran ini berlaku, masih teiap berlaku sampai dengan
pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan;

{2) Selambai-lambatya dalam waktu 6 (¢nam) bulan sejek ditetapkannya
Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan schagaimana
dimaksud dalam avat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Pembentukan, tugas pakok dan fungsi UPT diatur I=bih lanjul dengan
Keputusan Bupati.

(2) Pada UPT dapat dibentuk satuan crganisasi di bawah Kepala UPTyang

dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok,
fungsi, uraian tugas, rincian tugas dan tata kerjanya diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka ketentuan pembentukan,
rugas pokok, fungsl dan susunan arganisasi Ninas Tenaga Kerja dan Catatan
Sipil sebapaimana diatur dalam Pasal 2 horaf ¢, Pasal 8 dan Pasal 9
Peraturan Daersh Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Perubahan Peraturan DaerahKabuparten Banyumas Momor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukar, Susunan Orpanisasi dan Tata Kera Dinas Dasrah
Kabupaten Banyumas dinyatakon tidak berlakulagi.

Pasal 13

Perzturan Daerah ini bertak u pads tanggal diundanpkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacreh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggn! 9 Oktober 2003

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Lhul:u:lmgkn.n di Purwokerto
Padatanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

ud.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 4 SERID
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